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ABSTRAK 

 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun 

keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa raḥmah dan dijalankan 

berdasarkan ketentuan agama sebagai pedomannya. Hukum yang 

mengatur terkait perkawinan sangatlah banyak bentuknya yakni 

hukum agama, hukum negara, dan hukum adat dan pluralisme 

hukum akan bermasalah jika hal yang sudah ditentukan oleh salah 

satu hukum juga diatur oleh hukum yang lainnya namun saling 

bertentangan. Ketentuan terkait hak anak di luar nikah sejatinya 

sudah diatur oleh agama Islam namun oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui putusannya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) 

menghendaki ketentuan lain yang berbeda dengan agama Islam, hal 

demikian merupakan suatu keadaan yang akan menjadikan 

masyarakat bingung untuk memilih hukum yang akan dijadikan 

pedoman. Perbedaan ketentuan antara sumber hukum yang satu 

dengan yang lain adalah awal dari ketidakpastian hukum dan akan 

menghancurkan tatanan sistem hukum yang sudah berlaku. Atas 

dasar inilah penyusun menganggap perlu untuk mengkaji kedua 

sumber hukum tersebut untuk menemukan hukum yang seharusnya 

dijadikan pedoman atau menemukan kesesuaian antar keduanya demi 

menciptakan kepastian hukum. 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah penelitian pustaka (library research) yakni dengan 

mengumpulkan data dari buku, jurnal dan sejenisnya yang sesuai 

dengan tema skripsi. Sifat peneltian ini adalah mendeskripsikan dan 

menganalisis tentang tema skripsi menggunakan sumber primer 

berupa putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dan kitab al-Muṣtaṣfa 

min ‘Ilm al-Uṣūl dan referensi lain sebagai penunjang penelitian. 

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif yuridis dengan 

menganalisa hukum yang berlaku. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan multitafsir sehingga 

menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana kasus yang 

dipaparkan oleh penyusun dalam bab iv skripsi ini. Mahkamah 

Konstitusi seharusnya mengamanatkan kepada lembaga legislatif 
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untuk memperbaharui atau membuat aturan yang lebih rinci sebagai 

pelaksana dari UU perkawinan pasca putusan MK tersebut karena 

apabila diberlakukan tanpa adanya ketentuan lebih lanjut maka akan 

menciptakan kerusakan dalam sistem hukum dari segi substansi dan 

strukturnya. Selain itu, berdasarkan analisis penyusun menggunakan 

teori Maqāṣid al-Syarī’ah yang dikemukakan oleh al-Ghazali, 

seorang anak di luar nikah tidak dapat mempunyai hak nasab dan hak 

waris terhadap orang tuanya namun hanya mempunyai hak nafkah.  

 

 

Kata kunci: Maqāṣid al-Syarī’ah, Putusan MK, Hak Anak 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke 

dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan 

transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. 

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai 

berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

    ‟h â ح
h    deng n titik di 

bawah) 

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż ذ
żet  deng n titik di 

atas) 

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز



 
 

x 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

    âd   ص
es (dengan titik di 

bawah) 

    âd   ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ŝâ‟ Ŝ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

    ‟â   ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

 „ in „ ع
koma terbalik (di 

atas) 

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي
 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

لَزَّنَ  ditulis Nazzala 

نَّهِبِ  ditulis Bihinna 
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C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis Hikmah 

 ditulis „ill h 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat 

dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bil  diikuti deng n k t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n kedu  itu 

terpisahh maka ditulis dengan h. 

ءْايَلِوْلأَاَةْامَرَكَ  ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah 

dan dammah ditulis t atau h.  

طرِفِلْاَاةْكَزَ  ditulis Zakâh al-fiŝri 

 

D. Vokal 

لَعَّفَ  Fathah ditulis 
ditulis 

A 
F ‟ala 

رَكِذُ  kasrah 
ditulis 

ditulis 

I 
Żukir  

بُهَذْيَ  dammah ditulis 
ditulis 

U 
Y żh bu 
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E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif  
لاَفَ  

ditulis 
ditulis 

Â 
Falâ 

2 Fathah + y ‟ m ti 

ىسَنْتَ  

ditulis 

ditulis 

Â 
Tansâ 

3 
 

K sr h + y ‟ m ti 

لَيْصِفْتَ  

ditulis 

ditulis 

Î 
Tafshîl 

4 Dammah + wawu mati 
لُوْصُأُ  

ditulis 
ditulis 

Û 
 s  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  y ‟ m ti 

يْلِيْهَلزُّاَ  
ditulis 
ditulis 

Ai 
az-zuhailî 

2 
Fathah + wawu mati 

ةْلَوْلدَّاَ  
ditulis 
ditulis 

Au 
ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 

dengan Apostrof 

مْتُنْأَأَ  ditulis A‟ ntum 

تْدَّعِأُ  ditulis  ‟idd t 

مْتُرْكَشَنْئِلَ  ditulis L ‟in sy k rtum 
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf “l” 

نْآأرْقُلْاَ  ditulis Al-Qur‟ân 

اسْيَقِلْاَ  ditulis Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan 

menghilangkan huruf l (el) nya. 

اءُمَلسَّاَ  ditulis As-  mâ‟ 

شُمْلشَّاَ  ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

ضْوْرُفُلْاَيْوِذَ  ditulis Ż     l-fur d  

ةْنَّلسُّاًلُهْأَ  ditulis Ahl as-sunnah 

 

J. Huruf Kalipat 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, 

diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf 

awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

   Syahru Ramadan al-Lazi 

unzila fih al-Qur‟ n 

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa 

Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan  kata Arab, namun sudah di-

Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh 

Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi 

berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya 

Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab 

misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-M ‟ rif d n 

sebagainya. 

 

  



 
 

xv 

KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan 

baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada 

nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi 

umatnya. 

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan 

keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan 

yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi 

y ng berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tent ng   k An k”. 

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas Sy ri‟ h d n 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk 

memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana 

strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari 

bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekuarang semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan 

datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang 

selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi 

ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada: 



 
 

xvi 

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku 

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas 

 y ri‟ h d n  ukum  IN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-

Ahwal asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Ibu  r .  j. Ermi  uh sti  y fe‟i, M.SI. selaku Dosen 

Pembimbing Akademik. 

5. B p k/Ibu dosen sert  st ff F kult s  y ri‟ h d n  ukum  IN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi 

besar bagi penyusun yakni berupa ilmu. 

6. Bapak Dasmo dan Ibu Mustika yang selalu memberikan 

dukung n d n do‟  deng n setulus h ti. 

7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan 

satu persatu. 

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan 

yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik 

di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. 

 

Yogyakarta, 24 Juni 2019 

Penyusun 

 

Andi Robiansah 

NIM: 15350045 

 



 
 

xvii 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................... i 

ABSTRAK  ......................................................................................... ii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI  ................................................. iv 

HALAMAN PENGESAHAN  ........................................................... v 

SURAT PERNYATAAN  ................................................................. vi 

HALAMAN MOTTO  ...................................................................... vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ..................................................... viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  ............................. ix 

KATA PENGANTAR  ..................................................................... xv 

DAFTAR ISI  ................................................................................. xvii 

BAB I PENDAHULUAN  ................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah  ..................................................... 1 

B. Rumusan Masalah  .............................................................. 8 

C. Tujuan dan Kegunaan  ......................................................... 8 

D. Telaah Pustaka  .................................................................. 10 

E. Kerangka Teoretik  ............................................................ 15 

F. Metode Penelitian  ............................................................. 24 

G. Sistematika Pembahasan  .................................................. 27 

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ANAK DI 
LUAR NIKAH ATAS ORANG TUANYA .................... 30 

A. Pengertian Hak Anak Atas Orang Tuanya  ....................... 30 

B. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 

dan Hukum Islam  ............................................................. 32 

1. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif 

Indonesia  .................................................................... 33 

2. Hak Anak Nikah dalam Perspektif Hukum Islam  ...... 37 

 

  



 
 

xviii 

BAB III HAK KEPERDATAAN ANAK MENURUT 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 
46/PUU-VIII/2010  ......................................................... 41 

A. Kedudukan dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi  ...... 41 

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Memutus 

Perkara dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010  ....... 46 

C. Isi Amar Putusan dalam Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan 

Anak di Luar Nikah  .......................................................... 51 

  

BAB IV ANALISIS HAK KEPERDATAAN ANAK DI 
LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MK NOMOR 
46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI HUKUM 
ISLAM  ............................................................................ 55 

A. Analisis tentang Nasab anak di luar nikah Berdasarkan 

Maqāṣid al-Syarī’ah (Hifẓu an-Nasl)  .............................. 55 

B. Analisis tentang Hak Nafkah dan Waris Anak di Luar 

Nikah berdasarkan Maqāṣid al-Syarī’ah (Hifẓu al-

Māl) ................................................................................... 68 

 

BAB V PENUTUP  ......................................................................... 76 

A. Kesimpulan  ....................................................................... 76 

B. Rekomendasi/Saran  .......................................................... 79 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................... 81 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

A. DAFTAR TERJEMAHAN 

B. BIOGRAFI ULAMA 

C. CURRICULUM VITAE 

PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 

PUTUSAN PA YOGYAKARTA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk 

PUTUSAN PN SIDOARJO NO. 183/Pdt.P/2015/PN.Sda 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT adalah 

untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan membawa 

agama Islam sebagai dasar atau pedoman untuk menjalani 

kehidupan di dunia ini. Tujuan dengan adanya agama Islam 

salah satunya adalah untuk menjaga hak dan kewajiban seorang 

hamba dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Untuk 

dapat mengakomodir hak-hak tersebut, agama Islam 

menjadikan al-Qur‟ān sebagai sumber hukum pokok sehingga 

seluruh pemeluknya harus mematuhi segala hal yang sudah 

ditentukan di dalamnya. 

Manusia adalah mahkluk sosial yang saling membutuhkan 

antar sesamanya, salah satu bentuk dari keadaan saling 

membutuhkan tersebut adalah dengan harus adanya dua jenis 

manusia yakni laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan 

perputaran roda kehidupan. Hal ini sebagaimana yang 

terkandung dalam firman Allah SWT. 

 
Untuk memperoleh keturunan, seseorang harus bisa 

menjalin hubungan dengan lawan jenisnya seyogianya 

                                                           
1
 An-Naḥl (16): 72. 
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hubungan tersebut harus diikat dengan ikatan yang suci 

(perkwinan) demi menjamin hak dan juga kewajiban antara 

laki-laki dan perempuan yang ingin membangun sebuah 

keluarga. Tujuan dari perkawinan ini telah jelas tercantum 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara pria dan  seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2
 

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai suatu hal yang 

sangat sakral. akadnya dalam al-Qurān disebutkan sebagai akad 

miṡaqan galiẓan yang berarti ikatan yang sangat kuat antara 

laki-laki dengan perempuan untuk mencapai tujuan utama yaitu 

membentuk keluarga yang sakinah.
3
 Diantara fitrah yang 

dimiliki manusia sejak lahir hingga hidup dalam lingkungan 

sosial adalah membutuhkan interaksi dengan kelompok sosial 

lainnya dalam masyarakat. Selain butuh terhadap interaksi juga 

buutuh terhadap hal yang bersifat biologis seperti yang terdapat 

dalam pergaulan suami istri yang bertujuan untuk memenuhi 

harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan 

rohani.
4
 

Setiap anak yang lahir di dunia ini sejatinya tidaklah 

memiliki dosa (suci) karena agama Islam tidak mengenal 

                                                           
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1. 

3
 Kompilasi Hukum Islam, pasal 2. 

4
 Lili Rasyidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 17.  
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dengan istilah dosa turunan maupun pelimpahan dosa 

sebagaimana yang terkandung dalam hadis nabi Muhammad 

SAW. 

 

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut 

dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan 

hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut 

merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 

manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu 

hak-hak tersebut harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak 

boleh diabaikan. 

Setiap anak yang lahir ke dunia adalah suci dan tidak 

berdosa karena mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali 

namun yang terjadi di masyarakat sekarang adalah dengan 

alasan sebuah keadaan yang berbeda dikarenakan orang tuanya, 

seorang anak bisa dianggap sebagai anak yang berdosa. Stigma 

ini muncul ketika seorang anak dilahirkan tanpa adanya seorang 

ayah kandung yang sah dalam ikatan perkawinan dengan ibu 

yang melahirkannya, bahkan sering muncul istilah anak zina 

dan anak haram di kalangan masyarakat kita dalam memandang 

fenomena seperti disebut di atas. 

Disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila 

                                                           
5
 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhāri, 

(Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), II: 100. 
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dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu”, pasal tersebut adalah bentuk 

penghormatan hukum positif Indonesia terhadap hukum agama 

yang berlaku dikarenakan suatu perkawinan dianggap sah atau 

tidak adalah berawal dari pandangan agama, selain itu 

ketentuan di atas adalah bentuk pengamalan dari Pancasia yakni 

sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi perlu 

diketahui bahwa selain pengakuan hukum dari kacamata agama 

sebagai pengesahan perkawinan, suatu perkawinan juga harus 

mempunyai pengakuan hukum dari kecamata negara karena 

dalam praktiknya pengakuan dari agama saja belum mencukupi 

untuk menjamin hak-hak seorang anak dan istri untuk tidak 

jatuh dalam ketidakadilan perkawinan. Oleh karenanya demi 

menciptakan kepastian hukum untuk melindungi pihak-pihak 

yang terikat dalam suatu perkawinan (suami, istri, dan anak) 

pemerintah melalui UU Perkawinan memberikan jaminan 

kepastian hukum dengan cara mencatatkannya sebagaimana 

yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang berbunyi 

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Pencatatan merupakan kebutuhan 

formil dalam suatu perkawinan karena hal tersebut dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat luas bagi para 

pihak yang terkait. Sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak 

didasarkan kepada pencatatan perkawinan namun demi 

menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum 

maka perkawinan sudah seharusnya dicatatkan sehingga kita 



5 
 

 
 

dapat mengambil kesimpulan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) 

adalah dua ketentuan yang saling terikat dan tidak dapat 

dipisahkan dalam dunia hukum. 

Akibat hukum dari sah atau tidaknya perkawinan dalam 

kacamata agama dan negara salah satunya adalah yang 

tercantum dalam pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yakni “anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jika ditafsirkan 

secara argumentum a contrario ketentuan tersebut memberikan 

akibat hukum bahwa setiap anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah menurut agamanya dan/atau tidak dicatatkan adalah 

tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada ayahnya 

sehingga hak-hak seorang anak hanya ditanggung oleh ibunya 

sedangkan sang ayah yang telah menjadikannya lahir ke dunia 

ini lepas dari tanggung jawab begitu saja. Seorang anak tidak 

seharusnya menanggung kesalahan (dosa) yang dilakukan orang 

tuanya karena seorang anak lahir ke dunia bukan karena 

keinginan mereka sendiri dan mereka tidak dapat memilih 

dalam keadaan yang seharusnya. Agama Islam tidak mengenal 

adanya dosa turunan dan negara tidak mengenal pelimpahan 

pidana maka sudah seharusnya seorang anak mendapatkan hak-

haknya tanpa adanya diskriminasi. 

Salah satu contoh kasus yang disebabkan atas berlakunya 

pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebagaimana yang 

dialami oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin 
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Moerdiono yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan 

dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) 

UU 1/1974 tentang Perkawinan. Machica dan Iqbal merasa 

dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan Machica 

melakukan nikah sirri dengan Drs. Moerdiono dan tidak 

dicatatkan sehingga menurut pasal 43 ayat (1) Iqbal (anak) tidak 

memiliki hubungan perdata kepada Moerdiono (ayah) 

dikarenakan tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum) 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. 

Atas dasar inilah pada tanggal 14 Juni 2010 Machica dan Iqbal 

mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan 

pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (1) 

dan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan diputus dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 

pada tanggal 13 Februari 2012 dan diucapkan dalam Sidang 

Pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk umum pada 

tanggal 17 Februari 2012.
6
 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa 

pasal 43 ayat (1) yang tadinya berbunyi “anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan 

UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

                                                           
6
 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 36-38. 
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menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya sehingga kini pasal tersebut harus dibaca “anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk 

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
7
 Setelah putusan 

ini dibacakan ternyata menuai banyak kontroversi di kalangan 

masyarakat sehingga menciptakan adanya pro dan kontra dari 

berbagai pihak. Pihak yang setuju dengan putusan ini 

menganggap bahwa hal tersebut adalah langkah revolusioner 

dan terobosan hukum yang progresif dari MK demi menjaga 

hak-hak konstitusional warga negara Indonesia lebih khusus 

terkait hak anak terhadap orang tua biologisnya. Sedangkan 

bagi pihak yang tidak setuju dengan putusan MK tersebut 

mengkhawatirkan bahwa hukum di Indonesia akan 

mengafirmasi dan memberikan legalitas terhadap pernikahan 

sirri dan/atau perbuatan zina.
8
 

Berdasarkan paparan di atas penyusun tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut akibat hukum yang ditimbulkan dengan 

adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 37. 

8
 “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010,” https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-

utama/2440-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-

viii2010, akses 14 April 2019 

https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2440-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010
https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2440-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010
https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2440-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010
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keperdataan seorang anak di luar nikah. Penyusun akan 

mengkajinya berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam karena 

hukum perkawinan di Indonesia telah mengakui keberadaan 

agama sebagai landasan sah atau tidaknya suatu perkawinan 

akan tetapi dengan berlakunya putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 saat ini yang menuia banyak kontroversi maka perlu 

ditinjau kembali apakah antara putusan MK dengan hukum 

agama sebagai landasan sah atau tidaknya perkawinan saling 

bertentangan, atau saling menguatkan?. Penting untuk diketahui 

bahwa meskipun negara Indonesia mayoritas terdiri dari 

masyarakat yang beragama Islam, namun pluralisme hukum 

dalam praktik bermasyarakat di Indonesia masih sering kita 

temukan karena selain hukum agama, Indonesia juga mengakui 

hukum nasional dan hukum adat sehingga menurut penyusun 

perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji suatu hukum dengan 

hukum yang lain supaya terjadi harmonisasi dalam hukum yang 

berlaku sehingga tidak membuat masyarakat memberlakukan 

dua hukum yang saling bertentangan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hak keperdataan anak dalam 

kacamata hukum positif dan hukum Islam? 
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2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak di 

luar nikah? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan 

anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengkaji lebih dalam terkait hak keperdataan anak di 

luar nikah yang seharusnya diterima dari ayah 

biologisnya sebagaimana yang tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 

yang ditinjau berdasarkan hukum Islam; 

b. Implikasi keberlakuan Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 terhadap tatanan hukum yang berlaku yakni 

hukum positif, agama, dan adat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Negara 

Republik Indonesia. 

c. Menelaah kesesuaian antara hukum positif dengan 

hukum Islam sehingga masyarakat tidak memiliki 

keraguan untuk menjalankan kedua aturan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Dilihat dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk 
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menetapkan hak keperdataan anak di luar nikah terhadap 

ayah biologisnya. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat 

memiliki pandangan yang lebih luas dalam menilai 

suatu hukum yang berlaku di Indonesia, yakni antara 

hukum agama dengan hukum negara supaya masyarakat 

lebih memahami hubungan antara hukum-hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah sebuah kegiatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk mengetahui permasalahan yang akan 

diteliti oleh penyusun adalah belum pernah diteliti sebelumnya 

atau memperbaharui penelitian sebelumnya dan sebagai acuan 

pembeda dari penelitian lain yang sudah pernah dilakukan demi 

menjaga keaslian penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian 

yang sudah penyusun kaji dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yakni 

penelitian dalam bentuk jurnal atau artikel dan penelitian dalam 

bentuk skripsi: 

Pertama, artikel yang ditulis oleh Udiyo Basuki dengan 

judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan Indonesia”.
9
 dalam 

artikel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menurut 

penulis hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak 

                                                           
9
 Udiyo Basuki, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia,” Jurnal Al-

Ahwal, Vol. 7, No. 1 (2014)  
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kandungnya tidak semata-mata karena adanya ikatan 

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian 

adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut 

sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan 

harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, 

maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya. Sedangkan implikasinya 

adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak 

yang sah, berarti akan mempunyai hubungan waris dengan 

bapak biologisnya. 

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ubayyu 

Rikza dan Siti Djazimah dengan judul “Analisis Maqāṣid al-

Syarī’ah terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan 

Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”.
10

 

Dalam artikel tersebut penulis menyebutkan bahwa kedudukan 

anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK di atas 

adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan sirri 

(perkawinan sah menurut agama namun tidak dicatatkan 

sebagaimana yang diatur negara) sehingga berimplikasi bahwa 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat hak-hak 

yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

                                                           
10

 Ubayyu Rikza dan Siti Dzajimah, “Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah 

Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya 

Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 

1 (Juni 2017) 
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yang sah karena putusan MK tidak bertentangan dengan ajaran 

agama. 

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Sari Pusvita dengan judul 

“Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”.
11

 

Kesimpulan dari artikel di atas adalah Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 tidak membatasi pemaknaan arti dari anak 

di luar nikah sedangkan menurut hukum Islam anak luar nikah 

diartikan sama dengan anak zina sehingga tujuan mulia dari 

Putusan MK yang ingin melindungi hak keperdataan anak atas 

ayah biologisnya terhalang oleh hukum Islam sehingga MUI 

memberikan solusi hukumnya dengan menjatuhkan ta’zir 

kepada ayah biologisnya berupa kewajiban mencukupi 

kebutuhan anaknya. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wilda Srijunida dengan 

judul “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi 

Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”.
12

 Menurut 

penulis, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi 

terhadap kedudukan anak luar kawin akan mempunyai 

hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus 

didahului dengan pengakuan dan pengesahan namun dalam 

                                                           
11

 Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan,” Ulul 

Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (April 

2018). 
12

 Wilda Srijunida, “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, 

Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, skripsi tidak 

diterbitkan, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar, 2015). 
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pandangan fiqih anak luar nikah tidak dapat menjadi waris dari 

ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali 

nikahnya apabila anaknya adalah perempuan. 

Kelima, skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil 

Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah 

Konstitusi dan Fatwa Malejil Ulama Indonesia” oleh Ahmad 

Canggih Ghulam Halim.
13

 Skripsi ini membahas terkait 

perbandingan antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Kedua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu 

perlindungan hukum bagi anak luar nikah hanya saja 

perbedaannya adalah Putusan MK melindungi hak seorang anak 

yang lahir di luar nikah dengan memberikan legalitas hak 

keperdataan kepada ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan 

sedangkan Fatwa MUI melindungi hak seorang anak yang lahir 

di luar nikah dengan memberikan Ta’zir kepada ayah 

biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut 

dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui 

wasiat wajibah. 

keenam, Skripsi yang berjudul “Hak Nafkah bagi Anak 

Hasil Hubungan di Luar Pernikahan (Studi terhadap Fatwa MUI 

                                                           
13

 Ahmad Canggih Ghulam Halim, “Keduduksn Anak Hasil 

Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012). 
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Nomor: 11 Tahun 2012) oleh Fatchul Huda.
14

 Skripsi ini 

membahas tentang hak nafkah anak yang lahir di luar nikah 

berdasarkan tinjauan hukum yang ada di dalam Fatwa MUI No. 

11 tahun 2012. Kesimpulan yang dapat penyusun ambil dari 

skripsi tersebut bahwa seorang anak yang lahir di luar 

perkawinan tidak memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah 

dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak dikarenakan 

tidak adanya ikatan perkawinan yang sah diantara laki-laki 

dengan perempuan yang menyebabkan kelahiran anak. 

ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Didik Mashadi dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan 

Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 

0008/Pdt.P/2013/PA.YK)”.
15

 Skripsi tersebut membahas terkait 

dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara 

No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang permohonan pengesahan 

anak. Permohonan pengesahan anak tersebut ditolak karena 

pernikahan sirri yang dilakukan oleh pemohon dilakukan 

dengan cara yang tidak tepat, yaitu menggunakan wali yang 

tidak sah sehingga pernikahan sirri tersebut dinyatakan fasid. 

                                                           
14

 Fatchul Huda, “Hak Nafkah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar 

Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012)”, Sripsi 

tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga, 2013). 
15

 Didik Mashadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan 

Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)”, 

Skripsi tidak dditerbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga, 2014). 
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Berdasarkan telaah pustaka terhadap beberapa literatur di 

atas, maka dapat penyusun simpulkan bahwa skripsi ini berbeda 

dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada, hal itu 

dapat dilihat pada pokok masalah yang dibahas. Penelitian ini 

ditujukan untuk mengkaji lebih dalam hak keperdataan anak di 

luar nikah terhadap orang tua biologisnya berdasarkan teori 

sistem hukum untuk mengkaji harmonisasi hukum dan baik 

tidaknya hukum di Indonesia saat ini dan teori maqāṣid al-

syarī’ah yang dikemukakan oleh al-Ghazali sebagai landasan 

pemikiran dalam mengkaji putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

berdasarkan hukum Islam. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Perkawinan merupakan hal yang sangat luhur 

kedudukannya dan diakui oleh negara dan agama. perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri serta erat 

kaitannya dengan aturan agama sebagai syari‟at yang harus 

dijalankan oleh pemeluknya maka sah atau tidaknya suatu 

perkawinan dilihat dari sesuai atau tidaknya perkawinan 

tersebut dengan ketentuan agama. Hal tersebut merupakan 

penghormatan negara untuk mengedepankan hukum agama 

dikarenakan berbeda-bedanya agama yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia dan diakui oleh negara, hal tersebut dapat 

kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang 

menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
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menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu”.
16

 

Terdapat 2 (dua) aturan hukum yang mengatur tentang 

perkawinan yakni hukum positif (hukum negara yang berlaku 

saat ini) dan hukum agama, oleh karenanya sudah seharusnya 

kedua hukum tersebut saling menguatkan alih-alih saling 

bertentangan. Maka sangatlah perlu bagi penyusun dalam 

menelaah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hak 

keperdataan seorang anak untuk menggunakan 2 (dua) teori 

yakni teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman sebagai 

landasan berfikir penyusun untuk mendudukan maksud dari 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di 

Indonesia dan teori maqāṣid al-syarī’ah dan maṣlaḥah menurut 

persepektif Imam al-Ghazali sebagai landasan berfikir 

penyusun dalam meninjau putusan MK dengan Hukum Islam. 

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

Ciri apapun yang kita lekatkan pada sistem hukum, ciri 

tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses 

manapun. Pertama yang harus ada dalam sebuah sistem 

hukum adalah inputnya. Input dalam pengertian secara luas 

adalah gelombang kejut berupa tuntutan yang memancar 

dan bersumber dari masyarakat, dalam pengertian yang 

lebih sempit, input adalah lembaran-lembaran kertas dan 

kepingan perilaku yang menggerakan proses hukum. 

                                                           
16

 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) 
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Kita sering mendengar dalam perkuliahan maupun 

buku bacaan atau sejenisnya bahwa Lawrence M. Friedman 

pernah mengemukakan sistem hukum akan efektif dan 

berhasil atau tidak adalah dilihat dari 3 (tiga) segi: Pertama, 

struktur hukum (structure of law); kedua, substansi hukum 

(substance of law); dan ketiga, budaya hukum (culture of 

law). Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya 

merupakan sebuah organisme kompleks dimana  struktur, 

substansi, dan kultur berinteraksi.
17

 Diantara ketiga 

komponen di atas hal yang paling mendasar dari sistem 

hukum adalah struktur dan substansi hukum sebagai alat 

input untuk menciptakan output yang baik yakni kultur 

hukum, berikut adalah penjelasan singkat dari 3 hal yang 

menjadi acuan baik tidaknya sistem hukum menurut 

Lawrence M. Friedman. 

a. Struktur hukum 

Struktur hukum adalah suatu dasar dan elemen nyata 

dari sistem hukum. Struktur hukum merupakan sebuah 

kerangka dan pondasi untuk menjaga agar proses 

penegakan hukum mengalir dalam batas-batasnya. 

b. Substansi hukum 

Substansi hukum adalah suatu hal yang tersusun dari 

peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana 

institusi-institusi tersebut harus berperilaku. H. L. A. 

                                                           
17

 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Science Perespective, 

alih bahasa M. Khozim, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Cet. Ke-v, 

(Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 17. 
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Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum 

adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan 

peraturan-peraturan sekunder.
18

 Peraturan primer adalah 

norma-norma yang mengatur suatu perilaku atau yang 

biasa kita kenal dengan hukum materil sedangkan 

peraturan sekunder adalah norma yang menegakan 

norma primer atau yang biasa kita kenal dengan hukum 

formil. 

c. Kultur hukum 

Kultur hukum mengacu kepada bagian-bagian yang ada 

pada kultur umum (adat kebiasaan, opini, cara bertindak 

dan berfikir) yang mengarah pada kekuatan-kekuatan 

sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan 

cara-cara tertentu. 

Ketiga hal di atas merupakan elemen penting dalam 

sistem hukum yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya demi menciptakan sistem hukum yang baik 

dan efektif. Terkait penggunaan teori dalam penelitian yang 

dilakukan penyusun saat ini adalah bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari elemen 

penting dalam sistem hukum yakni substansi hukum oleh 

karenanya penyusun menganggap perlu mengkaji Putusan 

MK tersebut untuk menggali kebenaran dan kemanfaatan 

demi terciptanya sistem hukum yang baik dan adil karena 
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keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, 

sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu 

hukum, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus 

direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.
19

 

Sepanjang belum tercipta keadilan kemanusiaan yang 

menyeluruh maka tidak akan mungkin tercipta suatu 

keadilan. Nilai-nilai yang mengandung keadilan bukanlah 

semata-mata nilai materi pada umumnya tetapi keadilan 

harus mencakup seluruh nilai-nilai ma’nawiyah dan 

ruḥaniyah.
20

 Asas-asas di mana Islam menegakkan 

keadilannya itu adalah: 

a. Kebebasan jiwa yang mutlak. 

b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. 

c. Jaminan sosial yang kuat. 

Keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat 

terwujud dan terjamin pelaksanaan dan pelestariannya 

sepanjang ia tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan 

jiwa dan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan 

masyarakat kepadanya. 

2. Teori Maqāṣid al-Syarī’ah oleh al-Ghazali 

Al-Ghazali berpandangan bahwa hukum Allah 

(syari‟at) yang terdapat dalam al-qur‟an dan hadis secara 

                                                           
19

 John Rawls, Theory of Justice yang diterjemahkan oleh Uzair 
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umum memiliki rasionalitas hukum (ta’lil al-aḥkam), 

artinya setiap ketentuan yang ada dalam dua sember 

tersebut memiliki tujuan (maqāṣid). Melalui maqāṣid, ide 

pokok yang dimaksud dalam syari‟at yang tersembunyi 

dalam al-qur‟an dan hadis dapat dijadikan landasan untuk 

memahami maksud dari setiap aturan yang telah 

ditetapkan.
21

 

Menurut al-Ghazali apabila sesuatu ditinjau dari aspek 

diakui atau tidaknya oleh syari‟at maka dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:  

a. Maṣlaḥah Mu’tabarah 

yaitu maslahah yang sejalan dengan kehendak syari‟at 

seperti hukum haramnya minum segala sesuatu yang 

memabukan karena diqiyaskan dengan arak (al-khamr). 

b. Maṣlaḥah Baṭilah (mulgah) 

yaitu maṣlaḥah yang bertentangan dengan kehendak 

Allah swt seperti penolakannya terhadap pendapat 

sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja berpuasa 

dua bulan berurut-turut sebagai tebusan dikarenakan 

bersetubuh di siang hari ketika bulan ramadan dengan 

alasan apabila seorang raja diwajibkan membayar 

kafarat dengan memerdekakan budak seperti urutan 

dalam nas maka para raja tidak akan jera sebab hal 
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tersebut sangat mudah dilakukan bagi seorang raja. 

Namun al-Ghazalai berpendapat lain bahwa apabila 

logika berfikir seperti itu diterapkan dalam konsep 

maslahah maka seluruh bangunan hukum Islam akan 

rontok dan diubah sesuai dengan kehendak para 

pemeluknya. 

c. Maṣlaḥah Mursalah (maṣlaḥah yang lepas tanpa 

ketentuan)  

yaitu kemaslahatan yang dibiarkan oleh syari‟at tanpa 

adanya kejelasan untuk diterima oleh syari‟at atau 

ditolak. Menurut al-Ghazali, selama termasuk dalam hal 

yang mendesak (darurat) dan mencakup kemaslahatan 

umum maka boleh melakukannya.
22

 

Tujuan disyari‟atkannya hukum dalam Agama Islam 

adalah demi kemaslahatan pemeluknya, menurut al-Ghazali 

tujuan syari‟at mencakup 5 (lima) prinsip dasar yaitu: 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-

Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan 

terhadap kelima prinsip di atas dapat dinamakan maṣlaḥah 

sebagai upaya untuk mengaplikasikan kelima dasar di atas 

dengan dasar hukum Islam sedangkan segala sesuatu yang 

menyebabkan terabaikannya kelima prinsip di atas 

dinamakan mafsadah.
23
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Kelima prinsip di atas diimplementasikan oleh al-

Ghazali ke dalam tiga peringkat,
24

 yakni: 

a. Maqāṣid al-Ḍarūriyyāt (tujuan-tujuan primer) 

Maqāṣid al-ḍarūriyyāt didefinisikan sebagai tujuan 

yang harus ada dan apabila tidak ada maka akan 

berakibat fatal dan menghancurkan kehidupan. 

b. Maqāṣid al-Ḥājiyyāt (tujuan-tujuan sekunder) 

Maqāṣid al-ḥājiyyāt didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam 

mencapai kepentingan yang termasuk dalam kategori 

ḍarūriyyāt. Apabila hal-hal ḥājiyyāt tidak ada maka 

kehidupan manusia tidak akan hancur tetapi akan terjadi 

berbagai ketidaksempurnaan dalam menjalaninya dan 

bahkan mendapat kesusahan. 

c. Maqāṣid al-Taḥsīniyyāt (tujuan-tujuan tersier) 

Maqāṣid al-taḥsīniyyāt didefinisikan sebagai bukanlah 

sesuatu yang diharuskan maupun dibutuhkan akan tetapi 

keberadaannya hanya sebagai pelengkap semata dan 

untuk memperindang proses perwujudan kepentingan 

ḍarūriyyāt dan taḥsīniyyāt. Ketiadaan dari hal-hal 

taḥsiniyyāt tidak akan menghancurkan kehidupan 

maupun mempersulitnya, hanya saja dapat mengurangi 

keindahan semata. 
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Al-Ghazali juga mengklasifikasi maṣlaḥah dari aspek 

adanya legalitas atau tidaknya dari Shari’ (Allah dan Rasul) 

dalam tiga kategori: 

a. Maṣlaḥah Mu’aṭṭirah 

Yaitu kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung 

dalam teks. 

b. Maṣlaḥah Mulgah dan Garibah 

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh 

teks. 

c. Maṣlaḥah Mursalah 

Yaitu kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam teks 

secara langsung namun memiliki kesesuaian spirit 

dengan maṣlaḥah yang dijelaskan dalam nas. 

Hal yang perlu kita pegang dalam teori maqāṣid al-

syarī’ah oleh al-Ghazali adalah bahwa maṣlaḥah ḥājiyyāt 

dan maṣlaḥah taḥsīniyyāt tidak dapat dijadikan landasan 

hukum kecuali jika diperkuat oleh aṣl (sesuatu yang 

hukumnya dijelaskan oleh nas). Dengan demikian, cara 

kerja maslahah oleh al-Ghazali adalah cara kerja qiyas, 

sebab bila tidak didukung oleh syara‟ maka sama saja 

dengan istiḥsān.
25

 Sedangkan maṣlaḥah ḍarūriyyāt menurut 

al-Ghazali dapat dijadikan pijakan hukum apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
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a. Tidak bertentangan dengan nas qaṭ’i. 

Menurut al-ghazali, nas qaṭ’i lebih kuat dari pada 

maṣlaḥah mursalah. Sedangkan pertentangan yang 

terjadi adalah antara maṣlaḥah dengan nas ẓanni, maka 

yang diprioritaskan adalah maṣlaḥah, tanpa menafikan 

teks sama sekali. Kesimpulan dari syarat yang berlaku 

dalam kasus ini adalah maṣlaḥah men-takhṣīṣ 

keumuman teks; 

b. Maṣlaḥah yang bersifat universal (kulliyyat); 

c. Diyakini atau diduga kuat akan benar-benar 

mencerminkan maṣlaḥah.
26

 

 

F. Metode Penelitian 

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian 

hukum itu harus dilakukan.
27

 Adapun metode penelitian yang 

penyusun gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah library 

research (penelitian pustaka) yaitu serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 

Oleh karena itu penyusun mengumpulkan data dan 

mengkaji buku-buku ataupun sumber bacaan lain yaitu 
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sumber yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini 

yaitu tentang hak keperdataan anak di luar nikah terhadap 

ayah biologisnya berdasarkan hukum positif dalam hal ini 

adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hukum 

Islam yang dalam hal ini menggunakan teori Maqāṣid al-

Syarī’ah dan sumber-sumber hukum Islam lain yang serupa. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan 

mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah yang berkiatan dengan hak anak di luar 

nikah sebagaimana yang ditentukan oleh UU Perkawinan 

dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kemudian hasil 

penelitian diolah dan dianalisis menggunakan teori sistem 

hukum Lawrence M. Friedman dan teori Maqāṣid al-

Syarī’ah al-Ghazali untuk diambil kesimpulannya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 (dua) 

pendekatan untuk mencapai titik pembahasan terkait hak 

keperdataan anak di luar nikah dari ayah biologisnya yakni 

pendekatan Normatif dan Yuridis. Dalam penelitian ini 

penyusun akan menggali penemuan hukum (rechtsvinding) 

dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan 

pertimbangan para Hakim Konstitusi dan ditinjau dengan 

teori Maqāṣid al-Syarī’ah yang dikemukakan oleh al-

Ghazali sebagai alat telaahnya. 
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4. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan 

sumber primer adalah sumber pokok yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data 

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data.
28

 sumber ini mendukung atau berkaitan dengan 

penelitian baik berupa makalah, majalah, koran, artikel, dan 

lain-lain. Sumber data primer dan sumber data sekunder 

yang penyusun gunakan yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yang menjadi acuan dari penelitian ini 

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 dan karya al-Ghazali tentang Maqāṣid al-

Syarī’ah yang disampaikan dalam kitabnya dengan judul 

al-Muṣtaṣfa min ‘Ilm al-Uṣūl. 

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder yang penyusun gunakan dalam 

penelitian ini adalah buku-buku, majalah, artikel, dan 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 

penyusun kaji yakni tentang hak keperdataan anak di 

luar nikah terhadap ayah biologisnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau 
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suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk 

lisan, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
29

 Dalam penelitian skripsi ini, penyusun 

menggunakan bahan tertulis berupa Putusan lembaga 

peradilan dan buku-buku yang berkaitan dengan Maqāṣid 

al-Syarī’ah. 

6. Analisis Data 

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam 

penelitian skripsi ini, penyusun menganalisis data secara 

kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis induktif 

dilakukan dengan cara mengkaji data yang terdiri dari 

beberapa putusan lembaga peradilan berdasarkan teori 

Sistem Hukum dan Maqāṣid al-Syarī’ah kemudian 

diuraikan untuk mendapatkan kesimpulan terkait implikasi 

dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap tatanan 

sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai cara untuk memudahkan pembahasan dalam 

skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima 

bagian (V BAB) yang memiliki sub bab sebagai penjelasannya. 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang digunakan 

penyusun sebagai pengantar dalam membahas skripsi secara 

keseluruhan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang 

digunakan penyusun untuk menggambarkan alasan dalam 
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menyusun penelitian skripsi; rumusan masalah yang dijadikan 

dasar dan penentu dalam pembahasan skripsi; tujuan dan 

kegunaan dibuatnya skripsi; telaah pustaka yang merupakan 

hasil kajian penyusun terhadap hasil penelitian sebelumnya 

terkait masalah yang sejenis; teori yang digunakan untuk 

mengkaji permasalahan yang akan diteliti; metode penelitian 

yang akan digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan; dan sistematika 

pembahasan yang ditujukan untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami skripsi ini. 

Bab kedua membahas gambaran umum terkait hak 

keperdataan anak terhadap orang tua biologisnya menurut 

perspektif hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam. 

Pembahasan dalam bab ini masih bersifat umum dengan tujuan 

para pembaca dapat memahami secara mendasar terkait konsep 

hak anak. Kemudian dalam bab ini juga kita dapat memahami 

persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dengan hukum Islam dalam menjaga hak-hak 

seorang anak demi menjaga kehidupannya.  

Bab ketiga membahas terkait kedudukan Mahkamah 

Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia, kewenangannya, 

dan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Selain itu 

penyusun juga membahas terkait implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak 

keperdataan anak yang sudah ditentukan oleh Agama dan UU 

Perkawinan, dalam bab ini akan dijelaskan tentang ketentuan 
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hak keperdataan anak di luar nikah yang tercantum dalam 

putusan MK tersebut dengan melihat pertimbangan hakim 

dalam menggali hukum (rechtsvinding) untuk memutus perkara 

tersebut dan juga mengkaji isi amar putusan yang tertuang di 

dalamnya. 

Bab keempat membahas terkait analisis penyusun 

terhadap putusan MK terkait hak keperdataan anak di luar nikah 

dengan orang tua biologisnya berdasarkan teori Maqāṣid al-

Syarī’ah yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam kitabnya al-

muṣtaṣfa. Penyusun membatasi pembahasan hak anak terhadap 

orang tua biologisnya hanya menganalisa tentang hak nasab, 

hak nafkah, dan hak waris. 

Bab kelima membahas penutup dalam skripsi ini yang 

berkaitan dengan kesimpulan yang dapat diambil dari 

pembahasan bab petama hingga bab keempat serta saran yang 

dapat disampaikan oleh penyusun kepada para pihak yang 

terkait dengan tema penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian mendalam terkait tema Skripsi 

maka untuk menjawab pokok permasalahan yang menjadi 

alasan dan dasar dari penelitian yang dilakukan penyusun 

dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Hak Anak maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis penyusun terkait pengaturan hak 

keperdataan anak dalam kacamata hukum positif dan hukum 

Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif dan 

hukum Islam sudah mengakomodir aturan terkait hak anak. 

Beberapa aturan terkait hak anak dalam hukum positif 

adalah Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4, 

5, dan 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak, 

dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Sedangkan aturan terkait hak anak dalam hukum Islam 

adalah seperti yang tercantum dalam QS. Al-Aḥzāb (33): 5, 

QS. Al-Baqārah (2): 233, QS. An-Nisā‟ (4): 29, dan QS. At-

Tahrim (66): 6. Beberapa aturan yang mengakomodir hak 

anak dalam hukum positif dan hukum Islam merupakan 

bentuk perhatian dan penjagaan terhadap hak anak.  

2. Berdasarkan analisis penyusun terkait pengaturan hak 

keperdataan anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah 
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Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, penyusun tidak 

menemukan ketentuan yang jelas tentang hak keperdataan 

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atas ayah 

biologisnya sehingga putusan MK tersebut menimbulkan 

multitafisr bagi lembaga peradilan yang menjadikan 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar 

pertimbangan hukumnya. Multitafsir dalam putusan MK 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum Jika kita lihat 

dari sejarahnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk 

menjadi penafsir terhadap konstitusi (UUD NRI 1945) 

dikarenakan sebelum pembentukannya sering terjadi 

penafsiran ganda terhadap konstitusi, namun saat ini bahkan 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menimbulkan 

multitafsir sebagaimana yang penyusun jelaskan dalam bab 

IV. 

3. Terkait tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan 

anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010, penyusun membaginya ke dalam tiga kesimpulan 

yaitu: 

a. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di 

luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

dalam hal ini yang dimaksud dengan hak keperdataan 

anak adalah hak nasab atas ayahnya. Nasab merupakan 

syarat utama dan pertama untuk seseorang dapat 

memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat 

sehingga agama Islam sangat ketat dalam mengaturnya 
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sebagaimana yang tersurat dalam hadis nabi Muhammad 

SAW.  

 
Berdasarkan nas qaṭ’i di atas penyusun berkesimpulan 

bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dapat 

memiliki nasab dengan ayah biologisnya meskipun 

didasarkan kepada hasil tes DNA sebagai bukti konkret 

bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.  

b. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di 

luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

dalam hal ini yang dimaksud dengan hak keperdataan 

anak adalah hak nafkah atas ayahnya. Maka Kesimpulan 

yang dapat penyusun ambil adalah apabila ditinjau 

dengan hukum Islam menggunakan teori Maqāṣid al-

Syarī’ah dan konsep maṣlaḥah murasalah maka 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dibenarkan 

dengan tujuan untuk menjamin hak anak dalam arti 

materi sebagai sarana memperoleh pendidikan dan 

mempertahankan hidupnya dengan syarat tidak 

bertentangan dengan nas qaṭ’i, memiliki maṣlaḥah yang 

bersifat universal, dan diyakini atau diduga kuat akan 

benar-benar mencerminkan kemaslahatan. 

c. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di 

luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

dalam hal ini yang dimaksud dengan hak keperdataan 

anak adalah hak waris atas ayahnya. Waris merupakan 
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akibat hukum yang akan diterima seorang anak ketika 

dia mempunyai hubungan keperdataan berupa nasab atas 

ayahnya, namun dalam konteks pembahasan anak yang 

dimaksud penyusun anak tersebut tidak mempunyai 

hubungan nasab dengan ayahnya dikarenakan dilahirkan 

di luar perkawinan yang sah maka penyusun 

berkesimpulan bahwa anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan tidak mempunyai hak waris atas ayah 

biologisnya dikarenakan tidak memiliki jalur nasab 

kepada ayahnya serta terdapat nas qaṭ’i yang 

menentukan demikian.  

 
 

B. Rekomendasi / Saran 

Terdapat beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan 

dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: 

1. Sudah sejak tahun 2012 Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 yang saat ini penyusun teliti dan sudah menuai 

banyak pro kontra di kalangan masyarakat dikarenakan 

hukum yang berlaku di Indonesia dan dipegang teguh oleh 

negaranya bukanlah hukum positif (peraturan perundang-

undangan yang berlaku) semata, namun juga masih terdapat 

hukum agama dan hukum adat yang mengakar kuat di lubuk 

hati masyarakat oleh karenanya seharusnya Mahkamah 

Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution), dan penafsir final konstitusi (the final 
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interpreter of the constitution) memberikan putusan yang 

mencerminkan dari dibentuknya MK dengan 

mempertimbangkan hukum agama dan hukum adat yang 

melekat kuat di hati warga negara Indonesia.  

2. Sudah sejak tahun 2012 Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 sebagai pembaharuan hukum terutama pasal 43 

ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun 

hingga saat ini belum ada penjelasan yang dapat dijadikan 

dasar secara pasti karena bersifat multitafsir oleh karenanya 

penyusun memberikan saran untuk diperbaharuinya UU 

Perkawinan atau dibuat aturan pelaksana baru sebagai 

penafsiran dan penjelasan tunggal dari Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 sehingga dapat mengakomodir norma 

agama karena perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan 

disucikan oleh seluruh agama yang terdapat di negara 

Indonesia. 
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN 
ISTILAH ASING 

Hlm. 
Nomor 

Footnote 

Ayat Al-Qur‟an 

dan Hadis 
Terjemahan Ayat 

BAB I 

1 1 
QS. An-Naḥl 

(16): 72 

Dan Allah menjadikan bagimu 

pasangan (suami atau istri) dari jenis 

kamu sendiri dan mejadikan anak 

dan cucu bagimu dari pasanganmu, 

serta memberimu rizki dari yang 

baik. 

3 5 HR. Bukhari 

Setiap anak terlahir dalam kondisi 

fitrah, kedua orang tuanyalah yang 

menjadikannya seorang yahudi, 

nasrani, atau majusi. 

BAB II 

37 18 
QS. Al-Aḥzāb 

(33): 5 

Panggillah mereka (anak angkat itu) 

dengan (memakai) nama bapak 

mereka; itulah yang adil di sisi Allah, 

dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak mereka, maka (panggillah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. Dan 

tidak ada dosa atasmu jika kamu 

khilaf tentang itu, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Allah Maha Pengampun, 

Maka Penyayang. 

38 20 
QS. Al-Baqārah 

(2): 233 

...Dan kewajiban ayah menanggung 

nafkah dan pakaian mereka (anak-

anak) dengan cara yang patut. 

39 21 
QS. An-Nisā‟ 

(4): 29 

...Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh Allah Maha 

Penyayang kepadamu. 

39 22 
QS. Al-An‟ām 

(6): 151 

...Dan janganlah kamu membunuh 

anak-anakmu karena miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki 
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kepadamu dan kepada mereka. 

39 23 
QS. At-Tahrīm 

(66): 6 

Wahai orang-orang yang beriman! 

Peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka. 

40 26 
QS. Al-Hujurāt 

(49): 13 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, 

kemudia kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar kamu saling mengenal. 

Sungguh, yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Maha Teliti. 

BAB IV 

55 2 Istilah Asing 

keadaan hukum antara seseorang 

dengan orang lain yang dilahirkan 

dari rahim seorang perempuan sebab 

perkawinan yang sah, kepemilikan 

yang sah, pernikahan fasid atau 

hubungan badan secara syubhat dan 

ketetapan di atas merupakan 

penghubungan dengan kehamilan 

seseorang yang terjadai melalui air 

spermanya. 

57 4 
QS. Al-Ahqāf 

(46): 15 

...Masa mengandung sampai 

menyapihnya adalah selama tiga 

puluh bulan. 

57 5 
QS. Luqmān 

(31): 14 

... Dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun. 

60 9 HR. Baihaqi 

Anak itu adalah bagi pemilik 

kasur/suami dari perempuan yang 

melahirkan (firasy) dan bagi pezina 

adalah (dihukum) batu. 

61 11 
QS. An-Nisā‟ 

(4): 24 

Dan (diharamkan juga kamu 

menikahi) perempuan yang 

bersuami, kecuali hamba sahaya 



89 

 

 
 

perempuan (tawanan perang) yang 

kamu miliki sebagai ketetapan Allah 

atas kamu... 

67 16 HR Baihaqi 

Anak itu adalah bagi pemilik 

kasur/suami dari perempuan yang 

melahirkan (firasy) dan bagi pezina 

adalah (dihukum) batu. 

72 23 
QS. Al-Baqārah 

(2): 233 

...Dan kewajiban ayah menanggung 

nafkah dan pakaian mereka (anak-

anak) dengan cara yang patut. 

72 24 Istilah asing 

Hukum asal dari segala sesuatu 

adalah boleh sehingga terdapat dalil 

yang melarangnya. 

74 27 HR Turmużi 

Setiap orang yang menzinai 

perempuan baik merdeka maupun 

budak, maka anaknya adalah anak 

hasil zina, tidak mewarisi dan tidak 

mewariskan. 
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Mengenai nasabnya, sebagian ulama‟ berpendapat bahwa ia bernasab “al-

Ghazzaly” yang mempunyai arti pemintal, hal tersebut berkaitan erat 

dengan profesi ayahnya. 

Al-Ghazali dilahirkan di  Thusia (sebuah kota di Khurasan yang 

terletak di timur Iran, saat ini bernama Bashar) pada tahun 450 H. Ayahnya 

seorang hamba yang saleh lagi bersahaja dalam kehidupannya. Ia tidak 

akan makan kecuali dari rezeki yang diperolehnya, yakni dengan memintal 

kain wol kemudian menjualnya di toko. Al-Ghazali menginjakan kakinya 
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kemasyhura al-Ghazali yaitu: 

 Perkembangan keilmuannya. 

 Ia merupakan pribadi yang kuat hafalannya. 

 Ia merupakan pribadi yang jenius, jeli pengamatannya, akurat, serta 

dapat memecahkan berbagai persoalan yang pelik. 

 Ia pengajar di lembaga pendidikan Nizamiah yang didirikan oleh 

kesultanan Seljuk untuk mengajar Ahlus-Sunnah. 
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